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PEDOMAN TRANSLITERASI  
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ba b be 
Ta t te 
ṡ a ṡ  es (dengan titik di atas) 
Jim j je 
ḥ a ḥ  ha (dengan titik di bawah) 
kha kh ka dan ha 
dal d de 
żal ż zet (dengan titik di atas) 
Ra r er 
zai z zet 
Sin s es 
syin sy es dan ye 
ṣ ad ṣ  es (dengan titik di bawah) 
ḍ ad ḍ  de (dengan titik di bawah) 
ṭ a ṭ  te (dengan titik di bawah) 
ẓ a ẓ  zet (dengan titik di bawah) 
„ain „ apostrof terbalik 
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gain g ge 
Fa f ef 
qaf q qi 
kaf k ka 
Lam l el 
mim m em 
nun n en 
wau w we 
Ha h ha 
hamzah ʼ apostrof 
Ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َا fatḥ ah a a 
ِا kasrah i i 
ُا ḍ ammah u u 
xi 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َٸ fatḥ ah dan yā’ ai a dan i 
ٷ 
fatḥ ah dan 
wau 





Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
fatḥ ah dan alif 
atau yā‟ 
ā a dan garis di atas 
kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 
dammah dan 
wau 







 : yamūtu 
4. Tā’ marbūṭ ah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭ ahada dua, yaitu: tā’ marbūṭ ahyang hidup 
atau mendapat harakat fatḥ ah, kasrah,dan ḍ ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbūṭ ahyang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭ ahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaankedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭ ahituditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ؙ   : rauḍ ah al-aṭ fāl 
 : al-madīnah al-fāḍ ilah 
 : al-ḥ ikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan 
sebuahtanda tasydīd ( ّ  ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
: rabbanā 
 : najjainā 





Jika huruf  ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf kasrah 





   : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf  (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasiini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 
Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
: al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
: al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
: al-falsafah 
 : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzahyang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan,karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 






8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalahkata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasaIndonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulisdalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, 
kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓ ilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ  al-Jalālah ( ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍ āf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
 dīnullāh  billāh 
Adapun tā’ marbūṭ ahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafẓ  al-Jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
hum fī raḥ matillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedomanejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya,digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan hurufkapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥ ammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan 
Syahru Ramaḍ ān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣ īr al-Dīn al-Ṭ ūsī 
Abū Naṣ r al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhirdalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥ ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
WalīdMuḥ ammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥ ammad Ibnu) 






B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥ ānahū wa ta‘ālā 
saw.  = ṣ allallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
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Nim                 :  10200114140 
Judul skripsi : Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana 
Penipuan di Media Elektronik ( Studi kasus Pengadilan 
Negeri Makassar). 
Skripsi ini membahas Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Tindak 
Pidana Penipuan di Media Elektronik.Pokok masalah adalah  bagaimana perpektif 
hukum pidana islam terhadap tindak pidana penipuan di media elektronik . Dari 
pokok masalah tersebut, penulis merumuskan sub masalah yaitu : 1).Upaya 
perlindungan hukum terhadap konsumen dalam terjadinya penipuan dalam 
transaksi online? 2). Pandangan hukum Islam terhadap penipuan jual beli online?. 
Jenis penelitian yang  digunakan  dalam skripsi ini yaitu penelitian 
lapangan (Field Research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun sumber data 
yaitu sumber data primer yang melalui wawancara. Penelitiaan ini juga memuat 
sumber data sekunder melalui analisis buku-buku, peraturan perundang-undangan, 
dan skripsi yang berkaitan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis 
dan Syar’i. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
observasi, wawancara, dan dokumentasi serta studi kepustakaan(Library 
Research). Kemudian tekhnik pengolahan data yang digunakan berupa 
pengumpulan data, penguraian kemudian membandingkan dengan teori yang 
berhubungan dan akhirnya menarik kesimpulan. 
Hasil penelitian ini mejelaskan bahwa upaya perlindungan hukum 
terhadap konsumen dalam terjadinya penipuan jual beli traansaksi online yaitu 
didalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 telah disebutkan tentang hak dan 
kewajiban konsumen, apabila hak-hak konsumen  tersebut tidak dipenuhi oleh 
penjual maka konsumen berhak menuntut kompensasi kepada penjual atau ganti 
rugi,selain itu pelaku juga dapat digugat pidana sesuai  pasal 378 KUHP dan pasal 
28 ayat 1 UU ITE. Kemudian, pandangan hukum Islam dalam terjadinya penipuan 
jual beli online yaitu ). Jual beli melalui online di perbolehkan selama tidak 
terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, penipuan, dan kecurangan serta 
memenuhi syarat yang telah ditentukan syara’ dalam jual beli. Maka dapat 
disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung unsur penipuan itu tidak 
diperbolehkan atau haram hukumnya. 
Implikasi dari penelitian ini yaitu Pemerintah harus lebih memerhatikan 
mengenai kejahatan cyber khususnya dalam kejahatan e-commerce dengan 
membuat aturan khusus yang mengatur lebih spesifik mengenai kejahatan yang 
terjadi dalam e-commerce dan juga khususnya para konsumen agar lebih berhati-
hati dalam berbelanja secara online. Jangan mudah terpancing dengan adanya 





A. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan teknologi kini telah menjadi bagian yang tidak terpisakan dari 
kehidupan umat manusia dalam hubungan dunia internasional yang semakin 
sempit. Hubungan antar negara di dunia tidak perlu lagi langsung melalui 
transportasi darat, laut, dan udara akan tetapi cukup menggunakan jaringan 
telekomunikasi untuk berkomunikasi dan bertransaksi. Semua ini dapat dipahami, 
karena teknologi informasi memegang peran sangat penting pada kemajuan suatu 
masyarakat, bangsa, dan negara dalam peraturan internasional yang semakin  
global, kompetitif dan komparatif.
1
 
Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain 
teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (interconnection network). 
Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak di 
manfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (browsing), 
mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui 
situs jejaring sosial , dan termasuk untuk perdagangan.  
Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal 
dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce. E-commerce 
adalah kegiatan bisnis menyangkut dengan konsumen, manufaktur, service 
provider dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer yaitu 
internet. Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke 
dunia bisnis yang revolusioner (digital revolusioner era) dan menguntungkan 
pekerjaan, karena lebih  mudah, murah, cepat, praktis, dan dinamis. Semakin 
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Teguh Sulistia &Aria Zurnetti, Hukum Pidana  Horizon Baru Pasca Reformasi (Jakarta: 




berkembang internet dalam kehidupan masyarakat ternyata menimbulkan pula sisi 
rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran 




Teknologi informasi telah berhasil membangun suatu kebiasaan baru di 
suatu masyarakat global yang mempengaruhi pola kebutuhan hidup masyarakat di 
bidang  sosial dan ekonomi, yang lazimnya bertransaksi, berbisnis maupun 
bersosialisasi secara elektronik yakni saling bertemu di dalam dunia virtual, 
karena hal tersebut diyakini dapat mempermudah transaksi, lebih menghemat 
waktu,biaya dan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Namun demikian, 
perkembangan positif ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi 
dengan aspek negatif yang melekat padanya yaitu dengan munculnya kejahatan-




Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, 
perjudian di dunia maya(internet), pembobolan Automatic Teller Machine (ATM), 
pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media 
elektronik. Oleh sebab itu diperlukan hukum untuk mengaturnya. Hukum menurut 
Utrech adalah Himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur tata 
tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran petunjuk hidup 
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Untuk itu pemerintah Indonesia menyusun Undang-Undang nomor 11 
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar 
pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh 
masyarakat. Walaupun Undang-undang ITE tidak secara khusus mengatur 
mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian 
konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan pasal 28 ayat (1) UU ITE 
yang menyatakan: 
Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 




Dahulu kala, perdagangan hanya bisa dilakukan dengan bertatap muka, 
penjual dan pembeli bertransaksi secara langsung. Seiring dengan berkembangnya 
ilmu pengetahuan dan teknologi, penjual dan pembeli pun bisa bertransaksi tanpa 
bertemu sekalipun. Banyak pengusaha yang memanfaatkan media elektronik 
untuk mempromosikan barang atau jasanya karena lebih hemat dan biaya dan 
mudah. 
Di Indonesia sudah banyak bermunculan toko-toko media elektronik 
termasuk di kota Makassar. Mulai dari perusahaan besar sampai penjual rumahan 
sudah memanfaatkan media elektronik ini untuk mempromosikan dagangannya. 
Media-media elektronik itu berupa internet, handphone, televisi, radio, dan lain-
lain. Kejelasan toko-toko  di media elektronik  patut dipertanyakan baik dari segi 
kualitas maupun keabsahan toko-toko tersebut, sebab peluang dalam melakukan 
tindakan kejahatan berupa penipuan sangat mungkin terjadi. Banyak orang yang 
mengalami kasus penipuan melalui media elektronik mengingat masyarakat 
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banyak yang telah memiliki  akun sosial berupa facebook dan aplikasi internet 
lainnya. 
Dalam hukum pidana Islam (fikih jinayah) tindak pidana penipuan 
merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. Sama halnya dengan 
pidana pencurian dan pidana perampokan. Perbedaanya dengan pidana pencurian, 
yaitu kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan pihak pemilik harta 
juga bersalah, yaitu karena kebodohannya, sehingga ia tertipu. Namun jika 
ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu 
kepandaian, baik dalam dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. 
Dampak negatif yang ditimbulkannya yaitu kerugian dari pihak korban, besar 
kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang ditimbulkan akibat 
pencurian. 
Telah di jelaskan secara rinci tentang ayat-ayat yang mengatur tentang 
perbuatan penipuan ini. Namun secara umum sebagaimana disebutkan dalam  Qs 
Al-Baqarah/2:188   
                  
        
  
Terjemahanya: 
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 




Dalam ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain 
atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan 
bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Itulah salah satu alasan 
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adanya larangan penipuan. bahkan dalam islam pun penipuan adalah suatu 
perbuatan buruk yang tidak bisa ditoleransi. Cara memperoleh harta itu harus 
melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat tidak boleh melalui jalan yang 
menyebabkan kerugian terhadap orang lain, juga harus ada keseimbangan antara 
kedua belah pihak mengenai imbalan jasa agar tidak ada yang dirugikan satu sama 
lain. 
Salah satu contoh kasus yang terjadi di kota Makassar,  pelaku melakukan 
penipuan berupa penjualan tiket pesawat. Awalnya terdakwa chatting dengan 
korban melalui media sosial LINE, dalam chatingan tersebut,terdakwa meminta 
untuk melunasi kode booking tiket yang telah dipesan dan apabila tiket tersebut 
telah dilunasi oleh saksi korban, terdakwa menjanjikan kepada saksi korban untuk 
meng-issued kode booking tersebut paling cepat hari minggu dan paling lambat 
pada hari senin. 
Terdakwa kemudian mengirimkan nomor rekening kepada saksi korban, di 
mana terdakwa meminta kepada saksi korban untuk melakukan transfer di nomor 
rekening tersebut dan pada hari itu juga saksi korban langsung melakukan transfer 
ke nomor rekening yang telah diberikan terdakwa. Hingga akhirnya chat korban 
terhadap terdakwa tidak pernah dibalas lagi.
7
 Dengan adanya seperti kasus 
tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Perspektif Hukum Pidana 
Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik (Studi kasus 
Pengadilan Negeri Makassar). 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan berbagai pokok 
masalah yaitu bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak 
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Pidana Penipuan di Media  Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar). 
Dari pokok masalah tersebut,  dapat di uraikan ke dalam sub-sub masalah:  
1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam 
terjadinya tindak pidana penipuan akibat transaksi  online? 
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan jual 
beli online?   
C. Deskripsi Fokus Dan Fokus Penelitian 
Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan sebagaimana yang  telah 
diuraikan maka akan dipaparkan mengenai batasan-batasan yang menjadi fokus 
penelitian dan deskripsi fokus: 
1) Fokus Penelitian 
Dalam skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah Tindak Pidana 
Penipuan  di  Media elektronik. Tindak Pidana Penipuan adalah perbuatan dengan 
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum 
dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang 
dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang dan 
kekayaannya, media elektronik adalah sebuah media yang menyampaikan sesuatu,  
yang berbentuk elektronik.  
2.  Deskripsi Fokus: 
a. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah yang segala 
ketentuan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan orang 
mukallaf(orang yang dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas 
dalil-dalil yeng terperinci dari Al-qur’an dan hadis.  
b. Tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu 
yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun 




c. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang 
tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk 
menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. 
d. Media elektronik adalah Media elektronik terdiri dari dua kata yaitu “media” 
dan “elektronik” yang dalam Kamus Bahasa Indonesia , Media berarti sarana 
atau alat berupa sarana komunikasi bagi masyarakat berupa koran, majalah, 
televisi, siaran radio, telepon, internet dan sebagainya yang terletak di antara 
dua pihak sebagai perantara atau penghubung. Sedangkan arti kata Elektronik 
adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang 
menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. 
Contoh media elektronik seperti televisi, radio,hp (handphone) dan internet. 
D. Kajian Pustaka 
Dalam kajian pustaka, peneliti menggunakan beberapa literatur yang 
berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Adami Chazawi dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana menjelaskan 
tentang istilah  dan pengertian tindak pidana. Dalam buku ini memberikan 
pembahasan yang luas tentang hukum pidana beserta cakupannya dengan 
diawali pemberian batasan tentang hukum pidana untuk mempermudah 
pembaca dalam memahami arti hukum pidana. Sedangkan dalam skripsi 
ini membahas tentang tindak pidana penipuan yang terjadi di media 
elektronik. 
2. Rini Putri Cahyani Matara, dalam jurnal yang berjdul Kajian Yuridis 
Tentang Kejahatan E-Commerce Dan Penegakan Hukumnya, vol.5 no.2 
tahn 2017, dalam jurnal ini membahas tentang pengaturan hukum 




ini belum diatur secara khusus, namun ada beberapa peraturan perundang-
undangan yang dapat menjadi rujukan dalam mengatasi kejahatan e-
commerce tersebut.
8
 Akan tetapi dalam jurnal ini hanya membahas tentang 
hukum nasional tidak membahas dalam hukum pidana islam sedangkan 
dalam skripsi ini perlu pembahasan mengenai hukum pidana islam. 
3. Yahman, dalam bukunya yang berjudul Karakterisik Wanprestasi Dan 
Tindak Pidana Penipuan yang membahas tentang pengertian wanprestasi 
dan karakteristik penipuan dalam hukum pidana dan juga buku ini 
dilengkapi dengan Daftar Putusan Pengadilan dan Daftar Perundang-
undangan. Namun, dalam buku ini tidak membahas tentang bentuk-bentuk 
penipuan. 
4. Zulham, dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen, dalam buku ini 
membahas tentang hak-hak dan kewajiban konsumen. Salah satu hak 
konsumen yaitu mendapatkan informasi, informasi diperlukan agar 
konsumen tidak keliru dengan produk yang ditawarkan.Setiap keterangan 
mengenai suatu barang yang akan dibeli  atau akan mengikat dirinya, 
haruslah diberikan selengkap mungkin dan dengan kejujuran.
9
 Namun 
dalam buku ini tidak membahas secara khusus mengenai undang-undang 
yang betul-betul melindungi konsumen dalam jual beli melalui online. 
5. Nurul Irfan dan Masyrofah, dalam bukunya yang berjudul  Fiqh Jinayah. 
Dalam buku ini membahas tentang macam-macam jarimah atau tindak 
pidana dalam hukum pidana islam.membahas tentang pengertian dari 
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macam-macam jarimah tersebut dan juga beserta sanksi yang ditimbulkan 
dari jarimah tersebut. Akan tetapi dalam buku ini tidak membahas secara 
lengkap tentang pidana takzir. Sedangkan dalam skripsi ini diperlukan 
penjelasan tentang jarimah takzir. 
E.  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1) Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penipuan online yang terjadi  melalui 
media elektronik. 
b. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam 
terjadinya tindak pidana penipuan di media elektronik. 
c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak 
pidana penipuan online. 
2) Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian sebagai berikut : 
a. Kegunaan Teoritis. 
1) Hasil penelitian dapat memberikan dan mengembangkan ilmu hukum 
terutama hukum pidana dan hukum pidana islam. 
2) Menambah wawasan tentang tindak pidana penipuan di media elektronik 
dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam terjadinya 
tindak pidana penipuan di media elektronik 
b. Kegunaan Praktis : 
1) Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan  yang lebih dalam lagi 
tentang penggunaan aplikasi sosial media. 
2) Dapat memberikan pemahaman tentang cara menghindari kejahatan-





A.  Tinjauan terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik  
1. Pengertian Pidana dan pemidanaan 
Pidana berasal dari kata straf  yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap 
orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang 
berkekuatan hukum tetap. Menurut Sudarto, pidana sebagai penderitaan yang 




Adapun pengertian pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh 
hakim untuk memidana seorang terdakawa. Pemidanaan adalah  tahap penetapan 
sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada 




Jenis- jenis pidana dalam pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok dan pidana 
tambahan. 
1) Pidana pokok 
a) Pidana mati 
b) Pidana penjara 
c) Pidana tutupan  
d) Pidana kurungan 
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e) Pidana denda 
2) Pidana tambahan  
a) Pencabutan hak-hak tertentu 
b) Perampasan barang-barang tertentu 
c) Pengumuman kepentingan hakim.3 
Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai 
pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum dan khusus) serta 
perbaikan. Di dalam sistem hukum pidana islam, dua hal harus diperhatikan 
berkaitan dengan retributif (pembalasan) ini sebagai gambaran hukuman hadd, 
yaitu kerasnya hukuman, dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan 
hal ini, dengan kata lain hukuman ini wajib dijalankan jika kejahatan terbukti. 
Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman itu  didasarkan pada  
pertimbangan psikologis. Dengan maksud untuk memerangi kecenderungan para 
penjahat dalam melanggar hukum, islam menentukan hukuman keras yang 
menggambarkan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan.
4
 
2. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan 
tentang Hukum Pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 
Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah 
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 
Menurut Moeljatno dalam buku Hukum Pidana karya Teguh Prasetyo 
bahwa: 
Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik 
menyuruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau 
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melakukan sesuatu yang diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah 
yang diancam dengan sanksi pidana.
5
 
Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau 
perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah: 
a. Strafbaarfeit adalah peristiwa pidana 
b. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan 
oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman. 
c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. 6 
Delik yang dalam bahasa belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga 
kata,yaitu Straf, Baar dan Feit.yang masing-masing memiliki arti: 
a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum. 
b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh. 
c. Feit diartiakn sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict 
yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (sanksi).
7
 
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan 
diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuataan 
yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh 
undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang 
sebenarnya diharuskan oleh hukum.
8
 
        Tindak Pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:  
a. Tindak Pidana Materil (Material Delict) 
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Tindak Pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum 
pidana(straf) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang 
menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari 
perbuatan itu. 
b. Tindak Pidana Formal (formeel Delict) 
Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai 




Menurut Mahrus Ali dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana 
mengatakan bahwa: 
Perbuatan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam   
dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Menurutnya kesalahan 
tidak terkait dengan perbuatan pidana, tapi  berhubungan dengan 
pertanggungjawaban pidana. Ketika seseorang terbukti melakukan suatu 
perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, tidak secara otomatis orang itu 
dijatuhi pidana.Untuk menjatuhkan pidana kepada orang itu, harus terdapat 
kesalahan pada orang itu dan telah dibuktikan dalam proses peradilan, dan 
itu di luar perbincangan tentang perbuatan pidana. Dalam praktik peradilan 
yang pertama kali dilakukan hakim ketika memeriksa perkara pidana yang 
diajukan kepadanya adalah apakah orang yang di hadapkan kepadanya 
memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. 
Setelah hal itu terbukti, hakim kemudian membuktikan ada tidaknya 
kesalahan pada diri orang itu.
10
  
3. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam 
Dalam hukum islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak 
pidana ini yaitu jinayah dan jarimah. Dapat dikatakan bahwa kata ”jinayah” yang 
digunakan para fukaha adalah sama dengan istilah “jarimah”. Ia didefenisikan 
sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya 
membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan 
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perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan yang suatu perbuatan yang tidak 
diperintahkan. Dengan demikian, suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya 
jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariah. Dengan kata lain, 
melakukan secara aktif (comission) atau melakukan secara pasif (omission) suatu 




Adapun penggolongan jenis-jenis jarimah ( tindak pidana) dalam Hukum 
Pidana Islam (fiqh jinayah) adalah sebagai berikut : 
a. Jarimah qishash yang terdiri atas jarimah pembunuhan dan jarimah 
penganiayaan. 
b. Jarimah hudud yang terdiri atas jarimah zina, jarimah qadzf (menuduh 
muslimah baik-baik berbuat zina), jarimah syurb al-khamr (meminum 
minuman keras), jarimah al-baghyu (pemberontakan), jarimah al-riddah 
(murtad), jarimah al sariqah (pencurian), jarimah al-hirabah (perampokan). 
c. Jarimah ta’zir  yang jenis jarimahnya di tentukan oleh nas, tetapi sanksinya 
oleh syar’i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, 




4. Pengertian Tindak Pidana Penipuan 
          Tipu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, 




Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu,perkara 
menipu(mengecoh). Dengan kemudian, berarti yang terlibat dalam penipuan 
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adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang 
yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau 
membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud 
untuk menyesatkan atau m engakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau 
kelompok. 
Pengertian penipuan dalam pasal 378 KUHP: 
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat 
palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, 
atau supaya memberi hutang maupun m enghapuskan piutang, diancam 
karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
14
. 
Unsur-unsur daripada penipuan adalah : 
a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri dengan melawan hukum; 
b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu; 
c. Dengan menggunakan salah-satu upaya penipuan.15 
Penjelasannya: 
a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 
melawan hukum. 
Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni 
pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama 
pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan 
lain, maka maksud belum dapat terpenuhi.Dengan demikian, maksud tersebut 
harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku 
harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat 
melawan hukum. 
                                                          
14
Soenarto Soedibroto, KUHP  dan  KUHAP(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 
241. 
15





b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu. 
Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang 
diisyratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan 
barang.  
c. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama 
palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan). 
Memakai nama palsu atau martabat palsu, maksudnya nama yang digunakan 
bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan 
yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan 
yang tidak dikenal orang lain.
16
 Misalnya mengaku sebagai seseorang yang 
memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu 
muslihat, maksudnya yaitu suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya 
untuk memperalat orang lain, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk 
mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran 
dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukan 
surat-surat palsu. misalnya mengaku akan memberikan barang yang sangat 
murah kepada orang yang ditipu.
17
 
Rangkaian kebohongan, artinya suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak 
cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang 
membuat orang lain terpengaruh atau terpedaya olehnya. 
Tindak pidana penipuan yang diatur dalam buku II bab XXV pasal 378-
395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana 
penipuan dalam KUHP yaitu: 
a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok; 
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b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini 
merupakan bentuk geprivilegeerd delict atau suatu penipuan dengan 
unsurunsur yang meringankan; 
c. Pasal 379 (a) KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penareikan botol 
(flessentrekkerij) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli 
barang tampa membayar lunas harganya. Unsur dari flessentrekkerij adalah 
unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan. 
d. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama 
dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. 
e. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli, dan 
sebagainya. 
Dalam Islam Orang yang berdusta atau berbohong dikategorikan kedalam 
golongan orang-orang munafik. Sebagaimana dalam firman Allah Swt firman 
Allah SWT surah Al-Munafiqun/63:1 
        
Terjemahnya : 
...Dan allah mengetahui, bahwa Sesungguhnya kamu benar-benar Rasul 
Allah". dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya kamu benar-benar 
Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya orang-orang 
munafik itu benar-benar orang pendusta.18 
5. Pengertian Media Elektronik 
Media elektronik terdiri dari dua kata yaitu “Media” dan “Elektronik” 
yang dalam Kamus Bahasa Indonesia , Media berarti sarana atau alat berupa 
sarana komunikasi bagi masyarakat berupa koran, majalah, televisi, siaran radio, 
telepon, internet dan sebagainya yang terletak di antara dua pihak sebagai 
perantara atau penghubung.  
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Sedangkan arti kata Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip 
elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau 
bekerja atas dasar elektronika.
19
 Media elektronik  adalah fasilitas, sarana, atau 
perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, 
dan/atau menyebarkan informasi yang digunakan untuk sementara atau permanen. 
6. Pengertian Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh 
jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan 
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat  dibebani 
kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci 
dari alqur’an dan hadist.20 
Tindakan kriminal yang dimaksud yaitu tindakan yang menganggu 
ketenteraman bersama serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan 
yang bersumber dari alqur’an dan hadist. Hukum pidana Islam juga merupakan 
syariat allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di 
dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung 
kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. konsep kewajiban 
asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang 
ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain, setiap orang hanya 
pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah, perintah Allah yang 
dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain. 
B. Unsur – unsur Tindak Pidana  
1) Unsur-unsur Tindak pidana dalam KUHP : 
a. Unsur Subjektif 
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Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 




Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang  
dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di   
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan 
dan lain-lain. 
4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP. 
5) Perasaan takut atau vress seperti antara lain terdapat di dalam rumusan 
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Dalam teori juga dikenal model kesengajaan, kesengajaan dalam KUHP 
adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan 
yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Berikut bentuk-bentuk 
kesengajaan : 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan 
3) Kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis). 22 
b. Unsur objektif 
                                                          
21
Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, h.45. 
22





Unsur  Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku 
itu harus dilakukan.  
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut: 
1. Sifat melawan hukum atau wederechtelijk 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri 
dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus 
suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. 
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 
dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
Unsur objektif  juga merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri 
atas:  
1) Perbuatan manusia, berupa  Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan atau 
perbuatan positif. Dan Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan 
negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
2) Akibat (result)  perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau 
merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang 
dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak 
milik, kehormatan, dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances),pada umumnya keadaan tersebut 
dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan keadaan 
setelah perbuatan dilakukan. 
4) Sifat dapat dihukum atau sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan 





itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau 
perintah melakukan sesuatu. 
Menurut Amir Ilyas dalam asas-asas Hukum Pidana, Tindak pidana adalah 
setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (mencocoki rumusan                                                                                                  
    delik) 
b. Memiliki sifat melawan hukum 
c. Tidak ada  
d. alasan pembenar.23 
2. Unsur-unsur Jarimah atau Tindak dalam Hukum Pidana Islam : 
a) Al-rukn al-syarʻī (unsur formil) ialah unsur yang menyatakan bahwa  
seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang 
yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak 
pidana. 
b) Al-rukn al-madī (unsur materil) ialah unsur yang menyatakan bahwa 
seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan 
sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) 
maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu). 
c) Al-rukn al-adabī atau unsur  moril ialah unsur yang menyatakan bahwa 
seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan gila, anak di bawah umur,  atau 
sedang berada di bawah ancaman.
24
 
C. Jarimah Takzir 
Secara etimologi, ta’zir berasal dari kata A’zzara   yang berarti 
menolak atau mencegah. Sedangkan menurut istilah sesuai dengan pendapat Ibnu 
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manẓ hur dalam kitab Lisan Al-Arab, Takzir adalah hukuman yang tidak 
termasuk had, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan  
dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata al-ta’zir makna dasarnya 
adalah pengajaran. Oleh sebab iu, jenis hukuman yang tidak termasuk had ini 
disebut ta’zir, karena berfungsi sebagai pengajaran.25 
Berikut beberapa defenisi tentang Jarimah Takzir, diantaranya : 
a) Ibrahim Anis, dkk., tim penyusun kamu Al-Mu’jam Al-Wasit 
Takzir ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar’i, 
seperti  pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki(pihak lain) 
tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).Dalam defenisi ini 
terdapat kalimat tidak sampai pada ketentuan had syar’i. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Al-fayyumi dalam defenisi di atas, yaitu ta’zir adalah 
pengajaran dan tidak termasuk kategori hukuman hudud. Namun, bukan 
berarti tidak lebih keras dari hudud, bahkan sangat mungkin berupa 
hukuman mati.  
b) Al-mawardi dalam kitab Al-Akhkam Al-Sultaniyyah 
Ta’zir ialah pengajaran(terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh 
hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan 
pelakunya. Takzir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai 
pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan 
ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan yang (dikerjakan). 
c) Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariq dalam jarimah Al-Risywah fi Al-
Syari’ah Al-Islamiyah. 
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Takzir ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau 




1. Jenis-jenis Jarimah Ta’zir  
a. Di lihat dari hak yang dilanggar, jarimah takzir dapat di bagi menjadi dua 
bagian yaitu Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah, yaitu semua 
perbuataan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat 
kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat,mencium 
wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan 
penyelundupan. Dan Jarimah takzir yang menyinggung hak perorangan 
(individu), yang setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada 




b. Dilihat dari segi sifatnya, jarimah takzir dibagi dalam tiga bagian : 
1) Takzir karena melakukan perbuatan maksiat yang dimaksud dengan 
maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan 
perbuatan yang diharamkan. Misalnya tidak membayar utang, 
memanipulasi hasil waqaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku 
kejahatan, memakan baranng-barang yang diharamkan.  
2) Takzir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan 
umum perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini tidak bisa 
ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, 
melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman 
adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum. 
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3) Takzir karena melakukan pelanggaran. Dalam merumuskan ta’zir karena 
pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat 
bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang 
diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang 
makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak 
dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang 
atau pelanggaran dapat dikenakan ta’zir. Menurut sebagian ulama yang 
lain, meninggalkan mandub dan mengerjakan yang makruh tidak bisa 
dikenakan hukuman ta’zir. Karena ta’zir hanya bisa dikenakan jika ada 
taklif ( perintah atau larangan). Apabila hukuman diterapkan maka 
merupakan suatu pertanda menunjukan bahwa perbuatan itu wajib atau 
haram. 
c. Dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) ta’zir juga dibagi kedalam 
tiga bagian : 
1) Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash tetapi 
syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat, seperti pencurian yang 
tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri. 
2) Jarimah yang jenisnya disebutkan dalam nash syara’ tetapi hukumnya 
belum ditetapkan, seperti riba, suap, tipu, dan mengurangi takaran atau 
timbangan. 
3) Jarimah baik yang hukum dan jenisnya belum ditetapkan oleh syara’, 
seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. 
2. Macam-macam Sanksi  Ta’zir 
Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan 









a. Sanksi Takzir Yang Berhubungan Dengan Badan. 
Mengenai sanksi takzir yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi 
dua bagian, antara lain : 
1) Hukuman Mati 
Mahzhab Hanafi membolehkan sanksi Ta’zir dengan hukuman mati 
apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat  membawa 
kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang 
dan menghina nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi yang 
baru masuk islam. 
2) Hukuman cambuk 
Merupakan hukuman yang pokok dalam syariat islam. Dimana untuk 
jarimah-jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya misalnya 100 kali untuk 
zina dan 80 kali untuk qadzhf sedang untuk jarimah ta’zir yang berbahaya 
hukuman cambuk lebih diutamakan. 
b. Sanksi takzir yang berhubungan dengan kemerdekaaan seseorang. 
Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan 
hukuman pengasingan. Berikut penjelasnnya : 
1) Hukuman penjara 
Dalam bahasa arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu al-habsu 
dan al-sijnu yang keduanya bermakna al-manʻu yaitu mencegah, 
menahan. Ada dua macam hukuman penjara dalam syariat Islam yaitu 
hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.Hukuman 
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penjara terbatas, batas terendah dari hukuman ini satu hari  sedang batas 
setinggi-tingginya tidak menjadi kesepaatan ulama-ulama syafi’iyah 
menetapkan batas tertinggi 1 (satu) tahun, karena mereka menyamakannya 
dengan pengasingan dalam jarimah zina.Hukuman penjara tidak terbatas, 
sudah disepakati bahwa hukuman penjara ini tidak ditentukan masanya 
terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati 
atau taubat sampai baik pribadinya. 
2) Hukuman Pengasingan (at-taghrib wal Ib’ad) 
Mengenai masa pengasingan dalam jarimah ta’zir maka menurut madzhab 
syafi’i dan Ahmad tidak lebih dari satu tahun. Hukuman pengasingan 
merupakan hukuman had, namun dalam praktiknya hukuman tersebut 
diterapkan juga sebagai hukuman takzir. 
c. Sanksi takzir berkaitan dengan harta 
  Hukuman ta’zir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta 
pelaku untuk diri hakim dan untuk kas negara, melainkan menahannya  untuk 
sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, 




 Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir berupa harta ini menjadi 





Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman takzir berlaku untuk 
barang-barang yang mengandung kemungkaran. Penghancuran barang ini 
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tidak selamanya merupakan kewajiban dan dalam kondisi tertentu boleh 
dibiarkan atau disedakahkan. Atas dasar pemikiran ini, Imam Malik dalam 
riwayat Ibnu Al-Qasim dengan menggunakan istilah istihsam 
membolehkan penghancuran atas makanan yang dijual melalui penipuan 
dengan cara disedakahkan kepada fakir miskin, seperti halnya susu yang 
dicampur air. Dengan demikian kepentingan dapat tercapai sekaligus, 
yaitu penghancuran sebagai hukuman dan memberikan manfaat bagi orang 
miskin, bisa juga untuk tawaran perang. 
2) Mengubahnya (Al-Ghayir) 
Hukuman takzir berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah 
patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian 
kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga. 
3) Memilikinya (Al-Tamlik) 
Hukuman takzir yang berupa pemilikan harta pelaku, antara lain 
Rasulullah saw,  melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-
buahan di samping hukuman cambuk. 
 Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, 
contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar. Hukuman 
denda ditetapkan dalam syariat islam antara lain mengenai pencurian buah 
yang masih tergantung dipohonnya yang didenda   dengan lipat dua kali 
harga buah tersebut. 
d. Sanksi Takzir lainnya  
  Selain hukuman-hukuman takzir yang telah disebutkan, masih ada 
beberapa sanksi takzir lainnya, yaitu :
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1) Peringatan keras 
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7) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media 
cetak atau elektronik.  
D. Tinjauan  terhadap  Jual Beli Online 
1. Pengertian Jual Beli Online 
Pengertian jual beli pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) terdapat dalam pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan : 
Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat 
dirinya untuk menyerahkan suatu barang dengan pihak yang lain untuk 
membayar harga yang dijanjikan.
32
 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah 
persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan 
barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang 
dijual.
33
Kata Online terdiri dua kata, yaitu on (inggris) yang berarti hidup atau 
didalam, dan line (inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan.
34
  
Sedangkan secara bahasa online berarti “didalam jaringan” atau dalam 
koneksi. Jadi defenisi Online adalah istilah disaat kita sedang terhubung atau 
terkoneksi deengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun 
media sosial kita, email dan berbagai jenis akun media sosial lainnya yang 
digunakan melaui internet. Dalam keadaan online kita kita dapat melakukan 
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kegiatan secara aktif sehingga kita dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi 
satu arah seperti membaca artikel maupun komunikasi dua arah seperti chatting 
dan saling kirim email. 
Dari beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli online 
adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak 
yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang 
yang dijual. Jual beli secara online dilakukan di internet. Tidak ada kontak secara 
langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui jaringan yang 
terkoneksi dengan menggunakan media elektronik seperti handphone, computer, 
tablet,dan lain-lain.Transaksi ini dilakukan melalui media elektronik. 
2. Pengertian Jual Beli  dalam Hukum Islam 
Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab yaitu al-bai’ (menjual) 
berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Ia merupakan sebuah nama 
yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni al-syira’ (membeli). 
Demikialah al-bai’ sering diterjemahkan dengan “jual beli”. Al-bai’ menurut 
istilah, para fuqaha menyampaikan defenisi yang berbeda-beda. Salah satunya 
menurut Imam Nabawi al-bai’ (jual beli) adalah mempertukarkan harta dengan 
tujuan pemikiran  dan penyerahan milik.
35
 
Dalam buku prof.Dr.H.Hendi Suhendi, perdagangan atau jual beli menurut 
bahasa al-Bai, al-tijarah, dan al-mubadalah.
36
 
Sebagaimana firman Allah SWT Qs Fathir/35:29 
   
Terjemahan: 
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.... mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.
37
 
Kata tijarah atau perdagangan digunakan al-Quran sebagai ungkapan 
hubungan timbal balik antara Allah dan manusia. Memang al-Quran dalam 
mengajak manusia mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam 
segala aspek sering menggunakan istilah istilah yang dikenal dalam dunia bisnis 
misalnya perdagangan, jual beli, kredit dan sebagainya. 
 Defenisi lain dikemukakan ulama mahzab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. 
Menurut  mereka, jual beli adalah saling tukar harta dengan harta dalam bentuk 
pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan 
pada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta tersebut 
yang sifatnya bukan pemilikan,seperti sewa-menyewa (ijarah).
38
 
 Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah 
suatu perjanjian tukar menukar benda yang bernilai sukarela yang terjadi diantara 
dua pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lainnya menerimanya 
sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ yang disepakati. 
Jual beli diatur oleh hukum syariah yang dinamakan dengan mu’amalah. 
Yang dimaksud mu’amalah yaitu semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan 
oleh manusia dalam hal tukar menukar manfaat.
39
Misalnya jual beli, sewa-
menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat 
dan usaha lainnya.  
Dalam kaidah fiqhiyyah menjelaskan bahwa : 
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"pada awalnya semua mu’amalah boleh hingga ada dalil yang menunjukan 
keharamannya”. 
Dalam muamalah, dikenal suatu asas hukum islam, yaitu asas kebolehan  
atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan 
perdata (sebagian dari hubungan mumalah) sepanjang hubungan tersebut tidak 
dilarang oleh al-quran dan hadist.
40
 
3. Dasar Hukum Jual Beli dalam Hukum Islam 
Islam sangat mengatur tentang perilaku manusia dalam memenuhi 
kebutuhannya begitupun dalam kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan. 
Oleh karena itu, islam telah menawarkan beberapa aturan dalam transaksi, 
perjanjian, atau mencari kekayaan sebagai berikut : 
a. Al-Qur’an 
1. Qs Al-Baqarah/2:198 
 
       
Terjemahnya : 




2. Qs Al-Baqarah/2:275 
             
Terjemahnya : 
Allah SWT telah menghalalkam jual beli dan mengharamkan riba.
42
 
3. Qs an-Nisa/4:29 
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                
        
Terjemahnya :. 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 




 Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dari 
memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan halal 
dalam pemutaran harta, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama 
suka. Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan 
konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang. Dengan demikian, 
terdapat usaha untuk memperbaiki produk dan memudahkan perolehannya 
sekaligus. Jadi perniagaan ini berarti pelayanan antara kedua belah pihak saling 
mendapatkan manfaat melalui perniagaan. Perolehan manfaat yang didasarkan 
pada kemahiran dan kerja keras, tetapi pada waktu yang sama dapat saja diperoleh 
keuntungan atau kerugian. 
b. Hadist 
     
 
Artinya : 
Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah 
meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan 
kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-
Madini dari ayahandanya berkata, saya telah melanggar Abu Sa’id  al-
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Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah saw, sesungguhnya jual beli itu 
atas dasar suka sama suka.
44
 
 Rasulullah SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir 
dari Maimun bin Muhran yang artinya, Jual beli hendaklah berlaku dengan rela 
dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal 
bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya.
45
 
c. Kaidah Fikih 
Dalam kaidah fikih muamalah, hukum  asal sesuatu itu dibolehkan selama 
tidak ada dalil yang mengharamkannya. Pada dasarnya dalam hal-hal yang 
sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya dalah boleh di manfaatkan. 
Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang 
dianggap oleh masyarakat tersebut.  Nilai-nilai itu diketahui, dipahami, disikapi, 
dan dilaksanakan atau dasar kesadaran masyarakat tersebut. 
4. Dasar Hukum Penipuan  Jual Beli Online Dalam Hukum Positif 
a. Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan 
Mengenai perdagangan online yang telah diatur dalam undang-undang 
nomor 7 tahun 2014 terdapat  dalam pasal 65 ,diantaranya terdapat dalam ayat 1 
dan ayat 2, yaitu: 
a. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang/dan atau jasa 
dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan 
informasi secara lengkap dan benar. 
b. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa 
dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data 
dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
46
 
Pelaku usaha yang memperdagangkan barang/jasa dalam e-commerce 
yang tidak menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar  dapat 
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dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, seperti 
pencabutan izin usaha, atau bisa juga dikenakan pidana penjara maksimal 12 
tahun d an atau denda maksimal Rp 12.000.000,000 sebagimana yang telah diatur 
dalam pasal 115 undang-undang perdagangan.
47
 
b. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang nomor 19 tahun 
2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. 
Salah satu pasal yang mengatur mengenai kejahatan yang terjadi dalam e-
commerce terdapat dalam pasal 28 ayat (1), yaitu: 
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 




Pasal ini berhubungan dengan suatu kejahatan e-commerce dikarenakan 
dalam pasal ini menjelaskan penipuan dalam transaksi elektronik yang terjadi 
dengan menggunakan media elektronik dan menyebabkan kerugian bagi 
konsumennya, sehingga pasal ini dapat dijadikan suatu dasar hukum untuk 
menjerat para pelaku penipuan dengan modus penjualan transaksi elektronik 
dengan menggunakan media elektronik.Dengan ancaman pidananya terdapat 
dalam pasal 45 ayat (2): 
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 
ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun 




c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 
Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 1313 KUHPerdata, yaitu: 
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Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih.
50
 
Mengenai syarat sahnya perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata 
yang terdiri atas 4 syarat, yaitu : 
1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
3. Suatu pokok persoalan tertentu 
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.51 
Pasal ini mengatur mengenai syarat dalam perjanjian/kontrak antara pihak 
untuk menjalankan suatu kesepakatan, hubungan e-commerce dengan aturan ini, 
antara pihak produsen dengan konsumen membuat kesepakatan jual beli yang 
dilakukan di media elektronik. 
d. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 
Dalam undang-undang ini mengatur tentang perlindungan konsumen, 
karena dalam e-commerce konsumen memiliki suatu resiko yang besar daripada 
penjual. Hal ini di sebabkan karena perlaksana e-commerce tidak terjadi 
pertemuan secara langsung antar konsumen dan penjual sehingga  dapat 
menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu penegak hukum dapat menggunakan 
pasal 4 huruf c mengenai hak-hak dari konsumen yang berbunyi “hak atas 





                                                          
50
Republik Indonesia,  Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313. 
51
Republik Indonesia,  Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320. 
52
Republik Indonesia, Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlndungan 





E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik 
1. Pengertian Informasi Elektronik  
Pada pasal 1 angka 1 UU ITE, menyebutkan bahwa Informasi Elektronik 
adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), 
surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, 
tanda angka, kode akses dan simbol atau profesi yang telah diolah yang memiliki 
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
53
Pasal 5 ayat (1) 
dan ayat(2) UU ITE menyatakan bahwa Informasi Electronik dan/atau hasil 
cetakannya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat 
bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di indonesia. 
Terkait dengan e-commerce, pasal 9 secara jelas mengatur bahwa pelaku 
usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan 
informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan 
produk yang ditawarkan. Informasi yang lengkap dan benar maksudnya adalah 
informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum beserta 
kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara, maupun 
perantara dan informasi lain yang menjelaskan barang dan/atau jasa yang 
ditawarkan seperti nama, alamat dan deskripsi barang/jasa. 
2. Pengertian Transaksi Elektronik  
  Pasal 1 angka 2 UU ITE, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum 
yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau 
media elektronik lainnya. Penyelenggaraan Transaksi Electronik dapat dilakukan 
dalam lingkup ataupun privasi. Hal ini pun harus didukung oleh itikad baik dari 
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para pihak yang melakukan 48 interaksi dan/atau pertukaran selama berjalannya 
transaksi. Hal ini diatur secara jelas dalam pasal 17 UU ITE (O.C Kaligis, 2012: 
5). Pasal 19 UU ITE juga secara jelas mengatur bahwa para pihak yang 
melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang 
disepakati oleh para pihak yang membuat. Dalam hal ini, juga mencakup 
mengenai prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan. 
Sistem elektronik itu sendiri merupakan serangkaian perangkat dan 
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, 
menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau 
menyebarkan informasi elektronik. Media elektronik yang banyak memberikan 
manfaat disatu sisi, pada saat kesisi lain seakan menjadi fasilitas yang 
memudahkan berbagai aktifitas kejahatan yang dapat mengganggu rasa aman dan 
ketertiban dalam masyarakat. Hingga kini beberapa peraturan perundang-
undangan yang sifat soft law memang dapat dijadikan alternative sebagai solusi 
penegakan hukum, namun banyak pihak sangat menantikan hadirnya peraturan 
perundang-undangan yang sifatnya khusus agar dapat menjerat berbagai tindak 
kejahatan dalam penipuan melalui transaksi online.
54
 
F. Bentuk-bentuk Penipuan Berbasis Online yang Terjadi di Media 
Elektronik 
Penipuan online makin sering terjadi dan modus penipuan yang digunakan 
pun sudah lebih canggih.  Dengan memanfaatkan teknologi seorang penipu bisa 
mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena korbannya pun lebih banyak. 
Di makassar sudah banyak kasus-kasus penipuan yang berbasis online melalui 
media elektronik.Berikut beberapa bentuk-bentuk penipuan online diantarnya 
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penipuan jual beli online (onlineshop), penipuan iklan di sosial media, penipuan 
prostitusi online, penipuan kartu kredit, penipuan kupon undian berhadiah.
55
 
1. Penipuan Jual Beli Online (Onlineshop) 
Kegiatan jual beli online makin marak terjadi, apalagi situs yang 
digunakan  untuk melakukan transaksi jual beli online semakin beragam dan baik. 
Namun seperti yang telah kita ketahui bahwa jual beli online yang di tawarkan itu 
hanya berupa penjelasan tentang spesifikasi barang dan gambar atau foto yang 
tidak bisa di jamin kebenarannya. Seringkali kita menjumpai gambar barang yang  
ditampilkan oleh penjual jauh berbeda dengan gambar aslinya. Untuk itu, kita 
sebagai pembeli,  sangat penting untuk mencari tahu kebenaran barang yang akan 
dibeli itu sudah sesuai dengan keinginan atau tidak.
56
 
Jual beli online merupakan persetujuan saling mengikat melalui internet 
antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang 
membayar harga barang yang dijual. Jual beli online menerapkan sistem jual beli 
di internet dengan sistem transaksi online. Tidak ada kontak secara langsung 
antara penjual dan pembeli, hanya melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan 
menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. 
Penjualan dan pembelian terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaaan, 
artinya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga terjadilah penipuan. 
Seperti salah satus kasus yaitu penipuan dengan modus penjualan tiket pesawat. 
Yang korbannya sangat percaya dengan sipelaku karena memang sebelumnya 
korban sudah sering pesan tiket kepada sipelaku melaui aplikasi line, yang 
awalnya korban  memesan tiket sedikit dan itu lancar, kemudian ketika korban 
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memesan tiket dalam jumlah yang banyak, pelaku tersebut pun meminta untuk 
mentransfer terlebih dahulu baru bisa dikerjakan dan akhirnya korban langsung 
transfer ke pelaku. setelah transfer, kode booking pun langsung dikirim pelaku  
dan ternyata kode booking tersebut sudah tidak bisa digunakan.
57
 
2. Penipuan Iklan di Sosial Media 
Pada media massa sosial banyak bermuculan iklan online dengan 
menawarkan berbagai macam produknya, seperti produk elektronik, produk 
mainan anak, produk properti, Produk pakaian, produk makanan atau oleh-oleh. 
Transaksinya dapat berupa iklan jual beli produk melalui sebuah media sosial 
seperti facebook, twitter, blogspot, website dan lain-lain sedangakan contoh iklan 
yang terjadi di media sosial  antara lain lazada indonesia, berry benka, olx, 
berniaga, shopee. 
Iklan merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi mengenai 
barang dan atau jasa dari pelaku usaha kepada konsumen, diharapkan  dengan 
informasi didalam iklan dapat dipergunakan sebagai panduan bagi konsumen 
dalam memilih dan membeli barang dan jasa dengan tepat. Tetapi 
perkembangannya periklanan saat ini tidak jarang melampai batas-batas logika 
serta menyesatkan. Apa yang dijanjikan dalam iklan tidak sesuai dengan 
kenyataan sehingga konsumen dapat dirugikan.
58
 
3. Penipuan kartu kredit( carding) 
Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit 
orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. 
Sebutan pelakunya adalah Carder. Sebutan  yang lain untuk kejahatan jenis ini 
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adalah cyberfroud alias penipuan di dunia maya.Salah satu contohnya dapat 
menggunakan nomor rekening orang lain untuk belanja secara online demi 
memperkaya diri sendiri. Sebelumnya itu tentu pelaku (carder) sudah mencuri 
nomor  rekening dari korban. 
Carding merupakan salah satu bentuk pencurian informasi kartu kredit 
milik orang lain untuk kemudian dimanfaatkan pelaku dalam melakukan transaksi 
pembelian barang atau jasa maupun pencairan nominal saldo yang terdapat pada 
kartu kredit ke dalam rekening pelaku melalui online payment gateway. 
4. Penipuan kupon undian berhadiah 
Penipuan dengan modus  ini hanya berbekal mesin cetak untuk mencetak 
kupon dab beberapa bungkus produk seperti makanan dan minuman, serta produk 
lain yang dapat dijadikan penipuan dengan modus kupon undian, dengan kupon 
tersebut, pelaku dapat melakukan aksi penipuannya. Di kupon tersebut, telah 
tertera nomor handphone yang dijadikan call center/customer care. 
Setelah korban mendapat kupon tersebut, korban langsung menelpon 
nomor yang tercantum, dan pelaku pun meminta uang sebagai pajak hadiah 
undian tersebut. Setelah terjadi pengiriman via transfer rekening bank, pelaku pun 
langsung menonaktifkan nomor handphone dan nomor rekening tersebut. Kupon 
tersebut biasanya juga didapatkan di pembungkus biskuit tango. 
5. Penipuan Prostitusi Online 
Prostitusi Online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media 
internet  sebagai sarana penghubung antara pekerja seks komersial (PSK) dengan 
yang ingin menggunakan jasanya. Kasus penipuan online ini dilakukan oleh 
pelaku dengan menggunakan media sosiaal,seperti twitter daan whatsapp. Ia 
melakukan aksinya menipu pelanggan dengan iming-iming jasa layanan seks 





waktu panjang. Kemudian, pelaku meminta korban untuk mentrasnfer uang ke 
rekeningnya telebih dahulu lalu di tinggal kabur. Praktik dilakukan dengan 
membuka booking out lewat akun di media sosial. Akun tersebut menampilkan 
foto orang lain, untuk memudahkan pelanggan disertakan kontak whatsapp (WA) 
untuk melakukan percakapan baik melalui twitter atau wa untuk informasi tarif. 
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 BAB III  
METODELOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang 
digunakan adalah Penelitian Kualitatif Lapangan (Field Research),dengan 
mengkaji dan meneliti secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait 
dengan permasalahan yang diteliti,  yang dilakukan dalam bentuk suatu 
wawancara untuk mendapatkan data dari dan informasi yang akurat dari pihak 
yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
2. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di  Pengadilan Negeri Makassar. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan  pendekatan penelitian yuridis dan Syar’i, 
suatu metode yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pendekatan Syar’i yang 
berpedoman dengan Al-qur’an dan hadis. 
C. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu 
penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber 
data primer dan sumber data sekunder. 
1. Data primer 






penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung 
dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan penelitian.
1
 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, 
tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen yang telah ada sebelumnya serta 
mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan 
penelitian. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 




D. Metode Pengumpulaan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
antara lain: 
1. Observassi 
Observasi di defenisikan sebagai suatu proses melihat,mengamati, dan 
mencermati serta merekam  perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. 
Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk 
memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. 
2. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan 
diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari 
responden. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang 
“open ended” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan 
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Merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk 
tulisan, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan 
seperti akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar 
seperti foto, video, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan 
dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 
wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti adalah  
dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kosmetik. 
4. Studi Kepustakaaan (Library Research) 
Merupakan teknik pengumupulan data dengan mengumpulkan bahan-
bahan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, atau bahan pustaka lainnya, 
yang menyangkut dengan obyek yang diteliti, dalam hal ini, peneliti adalah 
“tangan kedua” yang sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut ke 
pihak lain yang bertanggung jawab atas data tersebut. Dalam  hal ini yang 
menyangkut Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik. 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 
adalah: 
1. Peneliti 
Yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri sehinnga 
harus di validasi. Validasi terhadap peneliti, meliputi pemahaman metode 
penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan 
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2. Pedoman wawancara  
Pedoman wawancara ini digunakan dalam melakukan wawancara yang 
dijadikan dasar untuk memperoleh informasi yang berupa daftar pertanyaan. 
3. Buku catatan dan alat tulis 
Alat ini digunakan untuk mencatat semuaa percakapan yang diperoleh dari    
sumber data. 
4. Kamera 
Alat ini digunakan untuk memotret oleh peneliti dalam melakukan 
wawancara terhadap informan. 
5. Tape recorder     
Alat ini digunakan untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan 
dengan informan. Karena jangan sampa data yang dicatat itu kurang akurat 
sehingga hasil rekaman dapat digunakan untuk menyempurnakannya. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara atau bahan-bahan lain untuk 
menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman.Teknik 
analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. 
Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan 
data, penguraiannya kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan 
dengan masalah, dan akhirnya menarik kesimpulan. 
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 BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kantor Pengadilan Negeri Makassar terletak di jalan Kartini No.18/23 , 
kelurahan Baru, kecamatan Ujung Pandang, kota makassar, provinsi sulawesi 
selatan. 
Adapun batas-batas letak pengadilan Negeri makassar, sebagai berikut : 
1. Sebelah utara berbatasan dengan monumen mandala; 
2. Sebelah selatan berbatasan dengan lapangan karebosi; 
3. Sebelah timur berbatasan dengan rumah sakit plamonia; 
4. Sebelah barat berbatasan dengan gedung kejaksaan negeri Makassar.. 
Letak pengadilan negeri makassar juga tidak jauh dari perkotaan 
pemerintah lainnya, seperti kantor wali kota makassar, kantor kejaksaan negeri 
makassar, kantor polrestabes makassar, kantor BI cabang makassar, Menara 
bosowa, dan pusat perbelanjaan,seperti karebosi link, Makassar Trade Centre 
(MTC), dan pasar sentral makassar. 
Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 dengan 
nama Raad van Justitia. Dahulu bangunan ini menghadap tiga jalan, yaitu Juliana 
Weg di utara (sekarang jalan kartini), hospital weg di timur (sekarang jalan 
sudirman), dan justitia Laan di selatan (sekarang jalan Amananggapa). Pada era 
pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti menjadi Pengadilan Negeri Makassar 
dan nama ini pun yang tercantum dalam SK penetapan BCB oleh Mendupbar 
tahun 2010. Saat ini, namanya berubah lagi menjadi kantor pengadilan negeri 





Dahulu, bangunan ini terbagi menjadi dua fungsi yakni Raad van Justitia, 
merupa kan pengadilan untuk orang-orang cina, dan orang pribumi keturunan 
bangsawan yyang letaknya dibagian utara bangunan, dan landraad yang 




Pengadilan Negeri Makassar merupakan salah satu badan peradilan yang 
di pimpin oleh ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua yang keduanya 
merupakan  pimpinan pengadilan. Yang bertanggung jawab atas terselenggarnya 
peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan. 
Mengingat luas lingkup tugas dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh 
pengadilan, oleh undang-undang dibedakaan menurut jenisnya, yaitu administrasi 
kepaniteraan dan administrasi kesektariatan.  
Adapun visi dan misi dari Pengadilan Negeri Makassar yakni sebagai 
berikut: visi, terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar kelas 1 A Khusus yang 
agung, sedangkan misinya yaitu menjaga kemandirian Pengadilan Negeri 
Makassar kelas 1 A khusus, memberikan pelayana hukum yang  berkeadilan  
kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan 
Negeri Makassar kelas 1 A khusus, meningkatkan  kredibilitas dan transparansi di 
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B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  Dalam Terjadinya 
Tindak Pidana Penipuan Transaksi Online 
Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting dimana 
hak konsumen dilanggar dan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya.  
Menurut pasal 1 ayat 1 UUPK  pengertian perlindungan konsumen adalah segala 




Hukum perlindungan konsumen sebagai aturan-aturan untuk  
mensejahterahkan masyarakat, bukan hanya konsumen yang mendapatkan 
perlindungan tetapi juga pelaku usaha mendapat perlindungan. Perlindungan 
konsumen dalam transaksi online merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 
hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.  Untuk menjamin adanya kepastian 
hukum untuk memberi perlindungan terhadap pembeli atau konsumen. Adapun 
undang- undang yang mengatur pelindungan konsumen tentang hak dan 
kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha dan juga mengatur  tentang larangan 
terhadap perbuatan yang tidak dapat dilakukan oleh pelaku usaha selaku penjual.  
Hal tersebut diatur di dalam pasal 4 sampai 17 undang-undang nomor 8 
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun hak dan kewajiban 
konsumen dalam pasal 4 dan pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 1999 adalah 
sebagai berikut: 
Hak-hak konsumen adalah : 
1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkomsumsi 
barang dan/atau jasa. 
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2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan. 
3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa. 
4) Hak untuk didengar pendaapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan. 
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskiriminatif. 
8) Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau  tidak sebagaimana mestinya. 




Adapun kewajiban konsumen yang terdapat dalam pasal 5 UU Nomor 8 
tahun 1999 adalah sebagai berikut : 
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 
3) Membayar semua dengan nilai tukar yang disepakati; 
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4) Mengikuti upayaa penyelesaian hukum sengekta perlindungan konsumen 
secara patut. 
Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999  tentang perlindungan 
konsumen di atas apabila hak-hak konsumen tidak dipenuhi oleh penjual maka 
konsumen juga  berhak menuntut kompensasi kepada penjual atau ganti rugi 
karena pada dasarnya konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan 
apa yang dijanjikan. 
Mengingat pentingnya perlindungan konsumen dalam terjadinya terjadinya 
transaksi elektronik, pemerintah juga  mengeluarkan peraturan khusus yang 
mengatur transaksi melalui internet yaitu undang-undang nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Dalam pasal 
1 ayat UU ITE, disebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum 




Dalam pasal  38 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa : 
“Setiap orang dapat dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang 
menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi 
informasi yang menimbulkan kerugian”.6 
Kemudian dipertegas lagi dengan pasal 39 UU ITE, yang menyatakan :
7
 
1) gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 
2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud  pada ayat 
1, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau 
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lembaga penyelesaian sengketa alternatif lahirnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam terjadinya penipuan melalui 
perdagangan transaksi online selain dapat digugat pidana dapat juga digugat 
dengan gugatan perdata.Penipuan dalam perdagangan transaksi online yang 
mengakibatkan kerugian bagi konsumen juga disebabkan karena adanya faktor 
kelalaiannya sendiri dari konsumen tersebut sehingga bisa tertipu. Faktor 
kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, tetapi juga dari pihak pemilik harta 
juga bersalah karena kebodohannya sendiri.
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Dalam proses perdagangan transaksi online dapat menggunakan UU ITE 
dan PP PSTE (Penyelenggaraan Pemerintah tentang penyelenggaraan Sistem 
Transaksi Elektronik) sebagai dasar hukumnya dalam menyelesaikan 
permasalahan tentang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang nomor  82 
tahun 2012  PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk 
wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat 
kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Dan pelaku usaha wajib 
memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang 
dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat  tersembunyi.
9
 
 Sedangkan apabila konsumen atau pembeli tidak puas dengan deskripsi 
barang yang disediakan pelaku usaha atau penjual maka pembeli juga berhak 
untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian tersebut. Selain dari ketentuan 
tersebut,apabila ternyata barang diterima konsumen tidak sesuai dengan foto pada 
iklan online tersebut sebagai bentuk penawaran, konsumen dapat menggugat 
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secara perdata pelaku usaha dalam hal ini penjual dengan dalih terjadinya 
wanprestasi atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan penjual. 
Menurut M. Yahya Harahap, secara umum wanprestasi adalah pelaksanaan 
kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut 
selayaknya. Dalam membicarakan wanprestasi, kita tidak bisa terlepas dari 
pernyataan lalai (ingebrekke stelling) dan kelalaian (verzuin). Akibat yang timbul 
dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya 




 Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur 
dapat berupa empat jenis yaitu :
11
 
1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 
2) Melaksankan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikan; 
3) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 
Jika salah satu dari 4 jenis tersebut terjadi, maka konsumen dapat 
menggugat secara perdata dengan dalih terjadi wanprestasi. Gugatan wanprestasi 
selalu berawal pada adanya suatu hubungan hukum kontraktual (perjanjian) antara 
para pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban 
disini diwujudkan dengan apa yang yang di namakan prestasi (performance). Pada 
saat prestasi tidak dipenuhi atau tidak dilaksankan tidak sebagaimana mestinya 
                                                 
10
Yahman, Karakterisik Wanprestassi dan Tindak Pidana Penipuan, h.83. 
11





menurut perjanjian para pihak, maka lahir yang dinamakan wanprestasi (cidera 
janji). 
Istilah kontrak atau persetujuan (contract or agreement)yang diatur dalam 
buku III Bab kedua KUHPerdata (BW) Indonesia, sama saja dengan pengertian 
perjanjian. Menurut R.Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada 
seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu salingberjanji untuk 
melaksanakan suatu hal. Hubungan kedua orang yang bersangkutan 
mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua 
belah pihak atas suatu prestasi. Kontrak berisikan janji-janji yang sebelumnya 
telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak 
yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan, jika dibuat secara tertulis, 
kontrak itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.
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Dalam hukum perdata nasional indonesia, syarat sahnya perjanjian diatur 
dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu :
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1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
Syarat adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian 
yang akan mereka laksanakan maksudnya timbulnya kata sepakat tidak 
boleh disebabkan adanya unsur paksaan. 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
Pada saat penyusunan suatu kontrak, para pihak secara hukum harus 
sudah dewasa atau cakap berbuat. Jika salah satu pihak belum dewasa, 
ia dapat diwakili oleh walinya. 
3. Mengenai suatu hal tertentu (objek kontrak) 
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Secara yuridis setiap perjanjian/persetujuan/kontrak harus 
mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objeknya 
sebab bila tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpastian 
atau kekeliruan. 
4. Suatu sebab yang halal 
Setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi 
ketiga unsur diatas, harus juga memuat alasan atau sebab kontrak itu 
dibuat. 
 Apabila unsur pertama dan unsur kedua yaitu kesepakatan dan kecakapan 
tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila 
unsur ketiga dan unsur keempat yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang 
halal tidak terpenuhi juga maka perjanjian tersebut batal demi hukum. 
 Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi 
berdasarkan wanprestai sebagaimana diatur dalam pasal 1236 BW (untuk prestasi 
memberikan sesuatu) dan pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat 
sesuatu),kemudian terkait dengan wanprestasi dalam pasal 1243 BW menyatakan 
bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan 
mulai diwajbkan apabila seseorang yang meminjam telah dinyatakan lalai 
memenuhi perikatanya, atau jika sesuatu yang harus  diberikan, hanya dapat 
diberikan dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.
14
 
Terkait dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa yang 
tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label dan iklan atau promosi. 
Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuain spesifikasi barang yang diterima 
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konsumen dengan barang yang tertera dalam iklan atau foto merupakan bentuk 
pelanggaran  atau larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang. 
Sebagai konsumen dalam pasal 4 huruf h undang—undang nomor 8 Tahun 1999 
berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi apabila barang yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian. Dan pelaku usaha atau penjual berkewajiban memberi 
kompensasi dan ganti  rugi. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan 
kewajibanya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan pasal 62 Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menyatakan  bahwa : 
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 8,pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1)  
huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau pidana denda 
paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
15
 
Penipuan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli online, dalam hal 
pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau 
melakukan tipu muslihat, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan 
pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan 
pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan 




Perbuatan sebagaimana dijelaskan didalam pasal 28 ayat 1 UU ITE 
diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan paling banyak 
Rp 1 miliar (pasal 45 ayat 2 UU ITE). Berdasarkan hal ini, penyelesaian 
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sengketa dalam transaksi perdagangan secara elektronik atau online dapat 
dipidana secara perdata dan pidana. 
Adapun dalam kasus penipuan online dalam skripsi ini yaitu penjualan 
tiket pesawat, dalam penipuan tiket pesawat ini dilakukan tersangka melalui 
line. Perlindungan hukum yang dilakukan pihak kepolisian menurut korban 
(Andriana Razak), yaitu : 
“upaya perlindungan hukum yang dilakukan dari penipuan ini, e.. dari 
pihak kepolisian itu sudah sangat membantu karena mulai dari e.. saya 
melaporkan tersangka ke pihak yang berwenang hingga tersangka 
tersebut di tangkap dan dilimpahkan ke pengadilan, mereka semua 
melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan memberikan hukuman 
kurungan kepada tersangka selama satu tahun penjara. Tapi saya 
merasa masih kurang sih dengan hukuman tersebut. tapi biarlah, yang 
penting tersangka tersebut sudah di hukum”.17 
Dari penjelasan korban tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan 
hukum yang dilakukan dalam kasus penipuan jual beli online ini yaitu 
terdakwa di kenakan gugatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 
juncto pasal 36 ayat 2 UU RI tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Dengan pidana penjara selama 10 bulan  dan denda sebesar 50 juta 
rupiah, subsidi 2 bulan penjara. 
Kemudian dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu pada 
konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau 
prinsip-prinsip ekonomi islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan 
konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi,tujuan 
produksi, hingga pada akibat mengosumsi barang dan atau jasa tersebut.maka 
dalam ekonomi islam, barang atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi 
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haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengosumsinya melanggar 
ketentuan-ketentuan syara‟.18 
Terkait dengan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen 
dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam prdagangan yang dikenal 
dengan istilah khiyar dengan beragam jenisnya, yaitu sebagai berikut: 
1. Khiyar Majelis 
As-sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual 
beli memiliki khiyar (pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan 
akad jual beli  selama keduanya masih dalam satu majelis (belum 
berpisah). Khiyar merupakan hak yang ditetapkan untuk pelaku usaha 
dan konsumen, jika terjadi ijab dan kabul antara produsen dan 
konsumen, dan akadnya telah sempurna, maka masing-masing pihak 
memiliki hak untuk mempertahankan atau membatalkan akad selama 
masih dalam satu majelis.
19
 Bukhari dan muslim meriwayatkan hadis 
dari Hakim bin Hazam, Bahwa Rasulullah bersabda : 
. 
Terjemahnya : 
Dua pihak yang berjual beli mempunyai hak memilih selama keduanya 
belum berpisah. Bila keduanya jujur dan berterus terang, niscaya jual beli 
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keduanya diberkahi. Dan jika keduanaya menyembunyikan kondisi barang 
dan berdusta, niscaya terhapus berkah jual belinya.
20
 
2. Khiyar Syarat 
Khiyar syarat adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu 
dengan ketentuan memiliki khiyar selama jangka waktu yang jelas. 
Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan, ia bisa 
melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. 
3. Khiyar aibi 
Haram bagi seseorang menjual barang yang memiliki cacat (cacat 
produk) tanpa menjelaskan kepada pembeli (konsumen). 
4. Khiyar tadlis 
Yaitu jika penjual menggelabui pembeli sehingga menaikkan harga 
barang, maka hal itu haram baginya. Dalam hal ini pembeli memiliki  
khiyar selama tiga hari, adanya khiyar untuk mengembalikan barang 
tersebut. 
5. Khiyar al-Ghabn al-fahisy (khiyar al-mustarsil) 
Khiyar jenis ini suatu saat menjadi hak penjual dan suatu saat menjadi 
hak pembeli. Kadangkala pembeli membeli barang dengan harga 5 
dinar, padal barang tersebut hanya setara dengan 3 dinar. Jika seorang 
penjual dan pembeli ditipu dalam hal ini, maka ia memiliki khiyar 
menarik diri dari jual beli dan membatalkan akad. 
6. Khiyar Ru’yah 
Khiyar jenis ini terjadi apabila penjual menjual barang dagangannya 
sementara barang tersebut tidak ada dalam majelis jual beli. Jika 
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pembeli melihat barang tersebut, tidak sesuai keinginannya, maka 
pembeli berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut. 
7. Khiyar ta’yin 
Khiyar jenis ini memberikan hak kepada pembelinya untuk memilih 
barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang 
dijual sekalipun barang tersebut  berbeda harga, sehingga konsumen 
dapat menetukan barang yang dia kehendaki. 
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli 
Online 
Penipu adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini 
merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Ditinjau dari ruh 
syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah merupakan ciri 
munafik, seperti yang dinyatakan dalam alqur‟an Qs. Al-nisa/4 :145 
               
Terjemahnya : 
Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang 
paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat 
seorang penolongpun bagi mereka.
21
 
 Ayat diatas memberikan penilaian bahwa orang munafik lebih 
membahayakan dibandingkan orang kafir. Jika merampas atau merampok harta 
hukumannya seperti hukuman bagi orang kafir yaitu hukuman mati, maka 
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 Jika ditinjau dari sisi pelaku, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu 
kepandaian, baik dalam kata-kata maupu dalam bidang administrasi. Dampak 
yang ditimbulkan yaitu korban penipuan mendapat kerugian yang lebih besar 
daripada kerugian yang ditimbulkan pencurian. Kemudian jika ditinjau tujuan 
hukum, perbedaan kesalahan bukan hanya terletak pada pihak penipu tetapi juga 
dar pihak korban, karena kebodohannya sehingga ia tertipu. Atas dasar ini, sankssi 
yang dikenakan terhadap penipu lebih ringtan jika diibandingkan dengan pidana 
pencuriaan. 
 Perbuatan menipu merupakan salah satu perbuatan yang merusak 
hubungan muamalat yang mengakibatkan hilangnya rasa saling percaya antar 
sesama.fungsi muamalah merupakan pekerjaan yang dikecam oleh Nabi, bagi 
yang melakukan tipu berarti ia memasuki cara yang bersebrangan dengan jalan 
yang dipakai kaum muslim. Salah satu perbuatan menipu ialah mengurangi 
timbangan dan tidak memberikan hak yang sebenarnya kepada para pembeli, 
sesuai firman Allah SWT  dalam Qs al-Syu‟ara/26: 182 
              
 
Terjemahnya :  
  Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.
23
 
 Allah SWT mengancam kepada orang yang melakukan pengurangan 
dalam memberikan timbangan, karena hal ini merupakan perbuatan yang 
mengurangi hak orang lain, Allah mengancam berupa siksaan yang kelak harus 
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mereka terima setelah dilakukan perhitungan dengan mereka dihari kiamat nanti. 
Adapun hadis yang membahas tentang penipuan jual beli dalam Islam yaitu : 
Terjemahnya : 
Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk 
makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian 
tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, 
“Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, 
“Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, 
“Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia 




Dalam hadist di atas Rasulullah mengatakan bukan golonganku yang 
mengecoh atau menipu dalam berdagang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang 
harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dalam Islam, antara kejujuran 
dan keberhasilan kegiatan ekonomi yang menunjukan hal positif karena setiap 
bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapat kepercayaan dari orang lain 
dan juga membawa keuntungan bagi kita. Karena prinsip kejujuran ini penting 
bagi muamalah(ekonomi).Selain kejujuran, keadilan dan kejelasan dengan 
memberikan data secara lengkap serta tidak ada niatan untuk menipu orang lain 
merupakan hal yang penting juga dalam pembelian transaksi online.
25
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Berbicara tentang penipuan, telah banyak dijumpai di zaman sekarang ini  
kasus-kasus penipuan seperti penipuan dalam jual beli transaksi online, hal ini 
disebakan karena antara penjual dan pembeli tidak bertatap muka atau bertemu 
secara langsung. Menurut Abdul Halim Mahmud al Ba‟ly, penipuan (Tadlis) ada 
tiga macam yaitu : 
1. Penipuan yang berbentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang 
tidak nyata pada obyek perjanjian. 
2. Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh 
satu pihak agar pihak lain mau melakukan perjanjian. Penipuan juga 
dapat terjadi  pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi 
penjelasan yang menyesatkan. 
3. Penipuan dengan menyembunyikan cacat pada obyek perjanjian 
padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.
26
 
Berbisnis, berdagang atau berjualan sangat dianjurkan oleh Nabi 
Muhammad SAW. Seperti yang disampaikan beliau dalam hadist  bahwa 9 dari 
10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits).Namun perdagangan 
maupun bisnis yang dilakukan harus dalam koridor ajaran islam. Rasulullah 
mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (Antaradhin). 
Karena jual beli atau berbisnis melalui internet dianggap praktis, cepat dan 
mudah. Namun jika tidak sesuai dengan syarat-syarat jual  beli online maka 
hukumnya adalah haram. 
Jual beli dalam pandangan islam yaitu suatu jual beli dapat dikatakan sah 
apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara‟. Tentang  
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rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat antara ulama mahzah 
hanafi dan jumhur ulama. Menurut mahzab hanafi rukun jual beli yaitu ijab  
(ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual), 
yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) antara kedua belah 
pihak untuk berjual beli. Lainhalnya dengan pendapat jumhur ulama yang 
menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat macam, yaitu : 
a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli); 
b. Sighat (lafal ijab dan kabul); 
c. Ada barang yang dibeli; 
d. Ada nilai tukar pengganti barang. 27 
Sedangkan menurut ulama Mahzah Hanafi, orang yang berakad, barang 
yang dibeli dan nilai tukar termasuk dalam syarat jual beli bukan rukun jual beli. 
Berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa syarat jual beli  
yang terkait dengan rukun jual beli yaitu, pertama orang yang berakad maksudnya 
syarat orang yang melakukan akad jual beli harus telah akil baligh dan berakal. 
Dan apabila orang yang berakd itu masih mumayyiz (menjelang baligh) maka 
akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Selain syarat  
baligh dan berakal, orang yang melakukan akad itu juga adalah orang yang 
berbeda, maksudnya seseorang yang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan 
penjual dalam waktu yang bersamaan.
28
 
Menurut ulama fikih  menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah 
apabila terpenuhi dua hal sebagai berikut: 
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1) Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang 
diperjualbelikan itu tidak diketahui, jenis, kuantitas, jumlah harga tidak 
jelas, mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudarat, serta adanya 
syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak. 
2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang 
itu bisa langsung dikuasai  
Para ulama fikih juga sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli  
tersebut baru dinyatakan bersifat  mengikat apabila jual beli itu bebas 
dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau 
membatalkan jual beli), apabila jual beli tersebut masih mempunyai 
hak khiyar maka perjanjian jual beli tersebut masih bisa dibatalkan. 
Berkaitan dengan jual beli online, jual beli lewat oline harus memiliki 
syara-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan adapun syarat-syarat mendasar 
diperbolenkannya jual beli lewat online yaitu, pertama tidak melanggar ketentuan 
syariat agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadnya kecurangan, 
penipuan dan monopli. Kedua,  adanya kesepakatan perjanjian antara kedua belah 
pihak selaku penjual dan pembeli, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara 
sepakat (Alimdha‟) atau pembatalan (Fasakh). Ketiga, adanya kontrol, sanksi dan 
aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin bolehnya 
berbisnis yang dilakukan melalui transaksi online bagi masyarakat.
29
 
Adapun larangan berbuat curang  sesuai firman Allah Swt dalam  surah 
Al-muthaffifin/83:1-3 
          
      
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 kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang 
yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan 
apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 
mengurangi.30 
Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang 
yang curang dalam menakar dan menimbang.Adanya larangan untuk berbuat 
curang. Allah SWT sangat melarang adanya jual beli online dengan cara menipu 
karena perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain karena penipuan  
termasuk mengambil hak orang lain. Sedangakan mengambil hak orang lain itu 
hukumnya adalah haram. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Al-nisa /4: 
29 
                           
                        
Terjemahnya : 
 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.31 
Dalam tafsir al-Maragi dikatakan bahwa dasar perniagaan adalah saling 
meridai. Dimana dalam ayat ini terdapat isyarat adanya beberapa faedah,yaitu:
32
 
1) Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridai antara pembeli dengan 
penjual. Penipuan, pendustaan daan pemalsuan adalah hal-hal yang 
diharamkan; 
                                                 
30
Kementrian Agama, Alquran’an dan Terjemahnya, h.878. 
31
Kementrian Agama, Alquran’an dan Terjemahnya, h.107. 
32
Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Terjemahan Bahrun Abu Bakar, hery 





2) Segala yang ada didunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan 
didalam maknanya seperti kebatilan, yang tidak kekal dan tidak tetap, 
hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi 
kehidupanakhirat yang lebih baik dan kekal; 
3) Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung 
makna memakan harta dengan batil. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan 
menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus 
hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil.oleh sebab itu, disini 
berlaku toleransi jika salah satu diantara  dua benda pengganti lebih besar 
dari pada yang lainnya atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu 
adalah kepandaian pedagaang didalam menghiasi dagangannya dan 
melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan 
penipuan. Sering orang membeli sesuatu sedangkan dia mengetahui bahwa 
dia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah. 
Hal ini lahir akrena kepandaian pedagang di dalam berdagang. Ia termasuk 
kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridai, maka 
hukumnya halal. 
Jadi dalam Islam dapat disimpulkan bahwa jika jual beli lewat online jika 
tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut maka jual beli 
tersebut hukumnya haram atau tidak diperbolehkan. Beberapa sebab keharaman 
bisnis online tersebut adalah barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah 
barang yang diharamkan, karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur 
penipuan, dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatn tapi justru mengkibatkan 
kemudharatan.Dalam islam, berbisnis melalui online di perbolehkan selama tidak 
terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. 
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  BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum  untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam 
undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 
telah disebutkan tentang hak dan kewajiban konsumen apabila hak-hak 
konsumen tersebut tidak dipenuhi oleh penjual maka konsumen berhak 
menuntut kompensasi kepada penjual atau ganti rugi karena pada dasarnya 
konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang 
dijanjikan. Dalam proses perdagangan transaksi online dapat 
menggunakan UU ITE dan  PP PSTE (Penyelenggaraan Pemerintah 
tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik) sebagai dasar 
hukumnya dalam menyelesaikan permasalahan tentang perlindungan 
konsumen. Dalam PP PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang 
menawarkan produk wajib menyediakan informasi yang lengkap dan 
benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang 
ditawarkan. Dan pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada 
konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai 
dengan perjanjian atau terdapat cacat  tersembunyi dan  apabila konsumen 
atau pembeli tidak puas dengan deskripsi barang yang disediakan pelaku 





membatalkan perjanjian tersebut. Adapun Upaya   hukum yang dapat 
dilakukan dalam terjadinya penipuan melalui perdagangan transaksi online 
selain dapat digugat pidana dapat juga digugat dengan gugatan perdata. 
Penipuan dalam perdagangan transaksi online yang mengakibatkan 
kerugian bagi konsumen juga disebabkan karena adanya faktor 
kelalaiannya sendiri dari konsumen tersebut sehingga bisa tertipu. 
Penipuan yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli online, dalam hal 
pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau 
melakukan tipu muslihat, maka pelaku usaha dapat juga dipidana 
berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
tentang penipuan dan pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan 
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen 
dalam Transaksi Elektronik. Perbuatan sebagaimana dijelaskan didalam 
pasal 28 ayat 1 UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan paling banyak Rp 1 miliar (pasal 45 ayat 2 UU ITE). 
Kemudian dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu pada 
konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai 
atau prinsip-prinsip ekonomi islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam 
perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses 
produksi, distribusi,tujuan produksi, hingga pada akibat mengosumsi 
barang dan atau jasa tersebut.maka dalam ekonomi islam, barang atau jasa 
yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi 
dan tujuan mengosumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara 
2. Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penipuan jual beli online 
yaitu telah disebutkan dalam hadis Rasulullah  yang mengatakan bukan 





merupakan nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan 
bisnis. Dalam islam, antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi 
yang menunjukan hal positif karena setiap bisnis yang didasarkan pada 
kejujuran akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Berbisnis, 
berdagang atau berjualan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. 
Seperti yang disampaikan beliau dalam hadist  bahwa 9 dari 10 pintu 
rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Namun perdagangan 
maupun bisnis yang dilakukan harus dalam koridor ajaran islam. 
Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka 
(Antaradhin).  Karena jual beli atau berbisnis melalui internet dianggap 
praktis, cepat dan mudah. Namun jika tidak sesuai dengan syarat-syarat 
jual  beli online maka hukumnya adalah haram.Jual beli dalam pandangan 
islam yaitu suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi 
rukun dan syarat yang telah ditentukan syara’. Jual beli melalui online di 
perbolehkan selama tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, 
penipuan, dan kecurangan serta memenuhi syarat yang telah ditentukan 
syara’ dalam jual beli. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Pemerintah harus lebih memerhatikan mengenai kejahatan cyber 
khususnya dalam kejahatan e-commerce dengan membuat aturan khusus 
yang mengatur lebih spesifik mengenai kejahatan yang terjadi dalam e-
commerce, selain itu perlu juga adanya suatu undang-undang yang 
mengatur penuh tentang perlindungan konsumen atau yang betul-betul 
melindungikonsumen dari penipuan, karena selama ini hukum yang 
mengatur tentang perlindungan konsumen masih belum berfokus pada satu 





undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 
KUHPerdata, KUHPidana, hukum internasional, dan lainnya. 
2. Masyarakat yang khususnya konsumen yang sering berbelanja online 
harus lebih memperhatikan secara detail barang atau produk yang di 
tawarkan oleh penjual dan jangan mudah terpancing dengan adanya sistem 
promo harga yang lebih murah. 
3. Bisnis dalam Islam itu diperbolehkan selama sesuai dengan koridor ajaran 
islam, kita sebagai pelaku usaha jangan karena ingin mendapat keuntungan 
yang lebih banyak lalu menghalalkan segala macam cara. Selama kita 
berbisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip islam dan 
bermanfaat bagi orang lain, pastinya keuntungan yang didapatkan juga 
akan lebih berkah.  Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha hendaknya 
menerapkan unsur-unsur syariah dalam transaksi jual beli online dengan 
lebih memperhatikan keamanan dan kenyamanan konsumen agar terhindar 
dari kerugian saat melakukan transaksi online .Selain itu pemerintah juga 
seharusnya membuat peraturan mengenai objek transaksi jual beli online, 
yaitu tidak diperbolehkannya transaksi yang mengandung unsur 
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1. Bagaimana bentuk-bentuk penipuan online yang terjadi di media elektronik? 
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam terjadinya tindak 
pidana penipuan di media elektronik? 
3. Bagaimana proses hukum yang dilakukan di pengadilan Negeri Makassar? 
4. Apa yang menjadi faktor penyebab sehingga pelaku melakukan tindak pidana 
penipuan tersebut? 
5. Apa ada bukti lain yang didapatkan oleh pihak kepolisian selain bukti chat dan bukti 
transfer? 
6. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku usaha atau konsumen ketika terjun 
ke dunia bisnis khususnya jual beli online? 
7. Bagaimana sanksi yang dijatuhkan dalam terjadinya penipuan dalam transaksi 
online? 
8. Bisa dijelaskan sedikit bagaimana kronologis kejadian kasus penipuan penjualan 
tiket pesawat ini? 
9. Bagaimana seharusnya yang harus dilakukan para konsumen dalam jual beli online 
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